
: 1. undang- Undang Nomor 13Tabun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengab;

) MengJngat

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Peoyelenggaraan Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan
oleb Bnpati setelah mendapat persetujuao dari Arsip Nasional
Republik Indonesia;

b. bahwa sesuai dengaa Surat Kepafa J\rsip Naaional Indones.ia
Npmor: B-PK.02.09/48/2018 Tauggal 27 Pebruari 2018 perihaL

Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintahan

Daerah Kabupaten Grobogan, Jadwal Retensi Arsip FasiJitatif
Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan Lelah disetuiui sehingga dapat diretapkan

menjadi Peraruran Bupati;
c. bahwa berdasorkan pertfmbangan se.....gairnana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian;

SUPATl GROSOOAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

JADWAL RETENSI ARSIP FI\S[LlTATlF NON KEUANGAN DAN

NON KEPEGAWA.I.\N

TENTANG

PERATURANBUPATl GROBOGAN

NOMOR O~ TAHUN 2018

SUPATI OROBOGAN

PROVINSI JAWA TENOAH
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2. Unuang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan

(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 152.
Tambaban Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lewbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2014

Namor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5494);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lc:mbarao Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia
Nomor 5581) sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NOlDOr23 Tahnn 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran l\egara RepubJik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia NolIJOr5619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten lang
Kearsipan (Lembaran N~rn Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rc:pubJikIndonesia

Nomer 5286!;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37
Tabun 2012 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Non
Keuangan dan Non Kepegawaian (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2013 Nornor 254);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik indonesia Nomor 37
Tahun ?O16 tentang Pedorrum Penyusutan Arsip (Ek:dtaNegara
RepubJik lndonesia Tahun 2016 Nowur 1787);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susnnan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 NomoI'
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

15);
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8. Arsip iuco.ktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun.
9. Arsip starts adalah arsip yang dihasUkan oleh pencipta arsip karena memiliki

nilai guna kesejarahan, telah habis rctensinya. dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifiJcasi baik secara langsung ITlAllpUn tidak
langsung oleh Arsip Nasional Repuhlik Irrrlorieaia dan/atau Lembega Kcarsipan

Daerah,

menerus.

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupa1en Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati sdaloh BupatiOrobogan.

4. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab da1am pembinaan dan pengawasan tata
kearsipan eli lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai benruk dan

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kcmunikasi yang

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintabao daerah, lembaga

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perscorangan dalam pcIaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara,

6. Arsip dinamis adalab arsip yang digunakan secara 1angsung da1am kegiatan

pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip aktif adalah arsip yang £rekuensi pen.sgunaannyo. tinggi dan/ atau terus-

Pasal 1

BAB J
KETENTUAN UMUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
FASILITATIF NONKEUANGAN DAN NON KEPEGAWAlAN.

MEMUTUSKAN :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Orobogan Tahun 2017 Nomor 1. Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gmhogan Nomor 1);
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10. Arsip vital adalab arsip yang keberadaannya merupakan persyamtan dasar

bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan

tidak terganrikan apabila rusak atau hilang.

11. Jadwal Retensi An>ip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi

sekurang-lrurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekcmendasi tentang penetapan s\Jatu jenis arsip

dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman

pcnyusutan dan pc:nyelamatan arsip.

12. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah

daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian

bcserta jangka wakru penyimpanannya eesuai dcngan niJaj kcgunaao.Ilya dan

dipe.kai sebagai pedoman penyusutan arsip fasilrtatif, yang meliputi

perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan,

ketatausabaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. penelitian,
pengkaiian dan pengembanga:n, pendidi1can dan pelah"}lSn, perpustakaan,

t~knologiinformasi dan komunikasi, dan pengawasan.

13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara

pemindahan Arsip InaktiI dan unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan

arsip yang tidak memlliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada

lembaga kearsipan.

14. Pemindahan Arsip lnaktif adaJah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan

pengalihan tanggungjawab pengolahan arsip inaktif dari unit peogolah ke unit

kearsipan d:i lingkungan lembaga-lembaga Negara dan badan-badan

pernerinta han.
15. pcmu.snahan Anilip ada1ah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai.

guna dan pengamanan informasi yang di1a.kukan dengan cars penghancuran

fisik arsip sampai tidak dapat dikena.li !agi.
15. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiaran pengurangan azsip, penSaJih=

tanggungjawab pengelo1aan arsip statis dari lembaga pencipta arsip kepada

lembaga kearsipan daJam rangka penjelamatan dan pelestarian memori

kolek:tif dan baban pertanggungjawaban.

17. Retensi Arsip ada1ah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan

terhadap suatu jenis arsip.

18. Jangka Waktu Simpan [retensi] adaJab mass simpan minimal suatu jenis arsip

pada unit pengolah dan atau unit kearsipan.
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(1) Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Li,ngkungan

Pemecintah Daerah tercantum daIam Lam.piran yang merupakan bagian tidalc

terpisahkau dari Peraturan Bupati lni.

(2) Jadwal Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaiac di Lingkungan

Pemerintah Daerah memuat jenis arsip, .retensi atau jangka waktu simpan, dan
keterangan.

Pasal3

BAB ill
JADWAL RETENsr ARSIP

Maksud dan tujuan ditetapkannya Jadwal Rerensi Arsrp Fasiliratif Non Keuangan
dan Non Kepegawaian adalah sebagai pedoman. dalam penentuan jangka waktu

penyirnpanan dan penyusutan arsip non keuangan dan Don kepegawaian di

Lingkungan Pemerintah Daerah,

Pasal 2

BAB II
MAKSUD DANTUJUAN

menyatakao bahwa suatu jenis araip yang mernllik] uilai guna eekuuder
atau nilai guna primer, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipau daerah

sebagai bukti pertanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi
masing-masing,

23. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya. bagi
kepentingan pengguna arsip.

yangketeranganadalah22. Permanen pada kolom "Keterangan"

19. Jangka Wakm Simpan [retensi] Ak:tif adaJah masa simpan minimal suam jenis

arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip aktif" dihitung sejak
arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.

20. Jangka Waktu Simpan. (retensil lnaktif adalah masa simpan minimal suatu
jenis arsip pada unit kearsipan/pusat araip. Jangka waktu simpan arsip

i.naktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip akt:i.f srunpai nils.i gunanya

untuk kepentingan referensi berakhir.

21. Musnah pada kolom «Keterangan'" adalah keterangan yang menyatakan bahwa
suatu jenis arsip dapat dimusnahkan ka.rena jangka waktu penyimpanannya
teiah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.



.... - ~ ~"'11

b. .keterangan perman.eo ditenrukan apabila dianggap memiliki 1liJai guna
kesejarahan,

tidak: memiliki nilai guna; atau

Rekomeridael yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis

arsip dimusnahkan atau dipermanenkan clitetapkao berdasarkan pertimbangan :

a. keterangan musnah diteotukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut

Paaal 5

(2) Kegiatan dioyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibitung

sejak selesainya hak dan kewajiban, kegiatan dinyatakan selesai

dipertanggungjawabkao dan/atau setiap tahun anggaranberakbir.

(1) Penentuan retensi arsip fasilitatifnon keuangan dan nonkepegawaian dibitung

sejak kcgiatan dinyatakan seleeai.

Pasal4

b. hukum;
c. organisasi dan ketatalaksanaan;
d. peclengk~an/peralatan/kek.ayaan daerah;

e. kearsipan;
L ketalausahaan dar, kerumahtanggaan;

g. hubungan masyarakat:
h, penelitian, pengkajian dan pengembangan;

1. pendidikan dan pelatihan;

j. kepustakaan;
k, tek:nologiinformasi dan komunikasi; dan

L pengawasan
(4) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan batas paling si.ngkat jaogka waktu penyimpanan arsip non

keuangan dan non kepegawaian.

(5) Retensi atau jangka waktu simpan araip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan untuk retensi aktif dan inaktif.

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi yang

menetapkan arsip dimusnahkan atau dipermanenkan

a. perencanaan;

(3) -Jenis Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pacla ayat (2)meliputi :

e



BERITA OAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR ;

Diundangkan di Purwodadi
pads tanggal %2.1- ?- .tot?

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan,
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati in.imulai berlaku pada tanggaJ diundangkan

BABV
PENUTUP
Pasal8

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraruran SUpan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
Pli:MBIAYAAN

Pasal 7

Araip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan nigas, retensinya
dapat. diperpanjang eesuai kebutuhan setelah terJebih dahulu
mendapat perselujl..wl plmpinan Organi.sasi Perangkat Daerah.

Pasal6
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SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR :

MOHAMAD SUMARSONO

'S D
K 41.... PATEN GROBOG

Diundangkan eli Purwodadi
pada tanggal

SR:l S

Ditetapkan di Purwodadi
pada ggal
SUP

Agar .setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundengan,
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Peraturan Supan inimulai.be:rlaku pada tanggaldiundangkan,

BABV
PENUl'UP
Pasal8

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah,

BAB IV

PEMBIAYMN

Pa~ 7

Amip yang masih dipergunakan dalarn pelaksanaan. tugas, retensinya

dapat diperpanjang sesuai keburuhan setelah terlebih dahuLu
mendapat perserujuan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah,

Pasal6
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